SALINAN

WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

—

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

bahwa dalam rangka harmonisasi pelaksanan program dan
kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka
dipandang perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dalam
kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta
tata kerja pada Perangkat Daerah;

bahwa Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
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Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor Rebuplik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2022 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

a s b

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali
Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pemberdayaan Masyarakat.



(3)

(1)

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;

c. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas
kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, terdiri atas kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri
atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
g. UPTD.
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



(1)

(2)

(1)

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
b. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;

c. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;

d. pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;

e. pelaksanaan administrasi umum Dinas;

=

pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

daerah;

g. pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

h. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
a. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
b. melaksanakan administrasi umum Dinas;

melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas;

o

o

melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintah daerah pada Dinas;

e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah pada Dinas;

f. melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
pada Dinas; dan

g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pasal 6

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan

tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,

penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak
kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar
panti sosial;

b. pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

c. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;

d. pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;

e. pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;

f. pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap

kesiapsiagaan bencana;

g. pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan
dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal.

h. pelaksanaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan
Dalam dan Luar Negeri, meliputi Penyediaan Layanan Psikososial terhadap
Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri; dan

i. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
Pasal 7
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang
pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
b. pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
c. pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;

d. pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional,
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(1)

(2)

(1)

e. pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di
bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta
pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
hukum adat yang sama dalam Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pasal 8

Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan

kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga
pemerintah kewenangan daerah;

b. pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

c. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

d. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;

e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang
wilayah kerjanya dalam daerah;

f. pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan
hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;

g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender
dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
Pasal 9
Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak,
melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak

Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai

fungsi:
pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan tingkat Daerah;

c. pelaksanaan pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,
dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah;

d. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak;

e. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para
pihak lingkup Daerah;

f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Selain melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagaimana dalam ketentuan

Peraturan Wali Kota ini, juga melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi

dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan sesuai dengan kewenangannya.

(2)

(3)

(4)

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 11
UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, serta Uraian Tugas dan Fungsi

dari UPTD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.



(1)

(2)

(3)

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 12
Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja
mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat
Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
Ketentuan mengenai kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana diatur dalam Peraturan
Wali Kota tersendiri dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan

Birokrasi.

Pasal 13

Selama ketentuan mengenai sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) belum ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tersendiri, maka tetap

mengacu pada Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2)

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing.
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit
Pelaksana  Teknis Daerah bertanggung  jawab memimpin  dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(4)

(9)

(1)

(7)

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15
Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon Ill.a atau Jabatan
Administrator.
Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan
Administrator.
Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota
dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini disebut Peraturan Wali Kota DinsosP3A.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 6),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan efektif sejak Januari 2024.

Pasal 20
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan dengan aslinya
KEPA AN HUKUM,

ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780&?8 200903 1 004
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SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA  TATA KERJA  DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT
|
|
KELOMPOK KELOMPOK
SUBBAGIAN JABATAN JABATAN
TATA USAHA FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN|
PELAKSANA PELAKSANA
BIDANG BIDANG BIDANG
REHABILITASI PEMEERDAYAAN BIDANG PERLINDUNGAN
SOSIAL, ] SOSIAL DAN | PEMBERDAYAAN —— PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGARUSUTAMAA
DAN JAMINAN MASYARAKAT HAK ANAK
SOSIAL
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN L JABATAN
- | FUNGSIONAL DAN - | FUNGSIONAL DAN | FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA

UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
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